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paling konsisten selama bebrapa malam ini yang menemani penulis dalam proses 

penyusunan skripsi. Di saat banyak orang memilih musik untuk menemani belajar, 
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bangkit setiap harinya. Skripsi ini bukan sekadar tanda berakhirnya masa perkuliahan, 
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MOTTO 
 

“Keberhasilan tidak akan lari dari mereka yang senantiasa bersujud dan berusaha” 

 

 

“Manusia tidak akan memperoleh selain dari apa yang diusahakannya. Usahamu 

akan diperlhatkan, lalu dibalas dengan balasan yang sempurna” 

(QS. An-Najm : 39-41) 
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ABSTRAK 

 

Aurell Zanetta Qodima,2026. Implikasi Perubahan Status Badan Hukum Pada Badan 

Usaha Milik Desa Kandeman Manunggal Makmur Pasca Pasal 117 Undang Undang 

Cipta Kerja. Skripsi. Program Studi Hukum Tata Negara, Fakltas Syariah, Universitas 

Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan. 

Dosen Pembimbing : Yunas Derta Luluardi, M. A 

Lahirnya Pasal 117 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja 

menegaskan kedudukan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Lahirnya Pasal 117 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja memberikan kepastian status 

hukum tersendiri bagi BUM Desa untuk bertindak atas namanya sendiri dalam 

hubungan keperdataan, akses permodalans, serta pengelolaan potensi desa secara 

akuntabel. Perubahan pengaturan tersebut membawa konsekuensi hukum terhadap tata 

kelola, pengembangan usaha, serta penyelenggaraan desa. 

 Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris (empirical-legal 

research) dengan pendekatan studi kasus. Sumber data terdiri atas data primer 

(wawancara dengan Kepala Desa Kandeman, Direktur BUM Desa Manunggal Makmur, 

dan Dispermades Kabupaten Batang) serta data sekunder (bahan hukum primer dan 

sekunder). Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan kerangka Teori Legalitas  

menueut Lon L. Fuller dan prinsip Good Governance. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUM Desa Kandeman Manunggal 

Makmur telah memperoleh status badan hukum berdasarkan Sertifikat Pendaftaran 

Pendirian Nomor AHU-13691.AH.01.33 Tahun 2025 setelah sebelumnya mengalami 

kendala administratif dalam proses pendaftaran sejak tahun 2022 serta kevakuman 

akibat perubahan kepengurusan yang menyebabkan hambatan pada proses penyerapan 

dana desa 20 % untuk program ketahanan pangan. Dari aspek implikasi hukum, status 

badan hukum memberikan kepastian hukum berupa pemisahan kekayaan BUM Desa 

dari APBDes. Namun, secara empiris BUM Desa masih berada pada tahap perintisan 

kembali (growing stage) dengan fokus pada unit peternakan ayam arab dan bebek 

petelur, sehingga kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes) belum optimal dan 

standar akuntansi teknis masih memerlukan pembenahan. 

  

Kata Kunci: : BUM Desa, Badan Hukum, UU Cipta Kerja, Desa, Good Governance. 
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ABSTRACT 

Aurell Zanetta Qodima,2026. Implications Of The Change In Legal Entity Status For The 

Village-Owned Enterprise Kandeman Manunggal Makmur Following Article 117 Of The Job 

Creation Law. Undergraduate Thesis. Constitusional Law, Faculty Of Sharia, KH. 

Abdurrahman Wahid Islamic University Of Pekalongan. 

Supervisor : Yunas Derta Luluardi, M.A. 

The enactment of Article 117 of Law No. 6 of 2023 on Job Creation has shifted the legal 

paradigm of Village-Owned Enterprises (BUM Desa) from merely business entities to fully 

incorporated legal entities. This change has had a significant impact on legality, governance, 

and legal accountability at the village level. This study aims to analyze the legal status of the 

Kandeman Manunggal Makmur Village-Owned Enterprise (BUM Desa) based on Article 117 

of Law No. 6 of 2023 in conjunction with Government Regulation No. 11 of 2021, as well as to 

analyze the legal implications of this status change on the utilization of resources and 

governance of Kandeman Village, Batang Regency. 

 The research method used is empirical-legal research with an empirical-juridical 

approach. Primary data were obtained through in-depth interviews with the Batang Regency 

Department of Village Development (Dispermades), the Village Head of Kandeman, and the 
Director of the Manunggal Makmur Village-Owned Enterprise (BUM Desa), as well as through 

field document studies. Secondary data were obtained by reviewing primary, secondary, and 

tertiary legal materials through a literature review. Data analysis was conducted using a 

qualitative-systematic approach based on the Good Governance Theory (specifically the 

principles of legal certainty, transparency, and accountability). 

The research results indicate that, from a legal and administrative standpoint, the Kandeman 

Manunggal Makmur Village-Owned Enterprise (BUM Desa) has been legally established as a 

legal entity based on the Certificate of Incorporation from the Ministry of Law and Human 

Rights (Kemenkumham) No. AHU-13691.AH.01.33.TAHUN 2025, issued through the Village 

Information System (Sistem Informasi Desa) application. 

 This process was successfully completed after a two-year operational hiatus (“dormant 

period”) (2022–2024) caused by managerial challenges and administrative delays. The legal 

implications of obtaining this legal entity status provide a clear separation of assets between 

the village government’s assets and the BUM Desa’s business capital, open access to capital 

financing, and restore the BUM Desa’s legal legitimacy to absorb 20% of the Village Fund 

budget allocated to the food security sector. This implementation strengthens accountable 

village governance and provides solid legal certainty in the development of economic potential 

in Kandeman Village. 

.  

 

Keywords: Village-Owned Enterprises, Legal Entities, the Job Creation Law, Village 

Administration, Good Governance. 
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KATA PENGANTAR 

 

Bismillahirrahmaanirrohim. 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, 

hidayah, serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul 

“IMPLIKASI PERUBAHAN STATUS BADAN HUKUM PADA BADAN USAHA 

MILIK DESA KANDEMAN MANUNGGAL MAKMUR PASCA PASAL 117 

UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA”. Sholawat serta salam semoga senantiasa 

tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang syafaatnya kita 

nantikan di hari akhir nanti. 

Skripsi ini disusun sebagai tugas akhir untuk memenuhi salah satu syarat guna 

memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas 

Syariah Universitas Islam Negeri KH Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari 

bahwa selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari 

berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus 

kepada : 

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H 

Abdurrahman Wahid Pekalongan. 

2. Prof. Dr. Maghfur, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman 

Wahid Pekalongan. 

3. Bapak Ahmad Fauzan, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Tatanegara 

Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. 

4. Bapak Yunas Derta Luluardi, M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah 

memberikan bimbingan dan nasehat kepada penulis sekaligus dosen pembimbing 

skripsi yang telah meluangkan waktu, bertukar pikiran serta memberikan bimbingan 

dan nasihat kepada penulis. 

5. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang 

telah memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga segala ilmu yang telah 

diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang 

6. Semua pihak yang juga ikut berperan dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi 

ini. 

Meskipun segala daya upaya telah dikerahkan, penulis menyadari skripsi ini 

masih memiliki banyak kekurangan. Namun demikian, penulis berharap semoga 



 

xiii 
 

skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta dapat memperkaya 

wawasan dunia pendidikan. Aamiin. 

  

Pekalongan, 2 September 2026 

 

 

Penulis 
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BAB I   

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 
 

 Pemerintah Indonesia telah merancang berbagai kebijakan dan program 

pengembangan desa yang berfokus pada upaya peningkatan taraf dan mutu masyarakat 

desa dan menciptakan penghidupan yang layak bagi mereka dengan pemberlakuan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dengan kondisi tersebut, desa 

tidak lagi diposisikan secara konvensional, melainkan memiliki kedudukan baru dalam 

tata kelola pemerintahan. Regulasi ini pula memberikan fondasi penting bagi kemajuan 

desa pada masa yang akan datang, yang didasarkan pada tiga prinsip utama: pengakuan 

terhadap hak asal usul (rekognisi), pelimpahan wewenang (subsidiaritas), dan 

peningkatan kapasitas masyarakat (pemberdayaan). Agar implementasi berjalan lancar, 

ketiga asas ini kemudian dilengkapi dengan asas redistribusi. Pendanaan yang diterima 

desa dalam kaitannya dengan Pendapatan retribusi yang bersumber dari APBN yang 

dialokasikan melalui skema dana desa, serta dari alokasi dana desa yang berasal dari 

pembagian penerimaan pajak dan retribusi daerah.1 

Mengacu pada Undang-Undang Desa, desa diposisikan sebagai unit masyarakat 

hukum dengan wilayah yang jelas dan kewenangan yang diberikan untuk 

menyelenggarakan urusan pemerintahan serta mengurus kepentingan masyarakatnya. 

Kewenangan tersebut meliputi pengelolaan inisiatif lokal, pelaksanaan hak asal-usul, 

Dengan adanya pengakuan terhadap hak-hak tradisional yang diakui dalam sistem 

NKRI. Dengan kedudukan tersebut, desa memegang peranan penting dalam mendukung 

terwujudnya tujuan nasional sejalan dengan ketentuan konstitusional dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, pelaksanaan 

pembangunan desa dan pengembangan potensi lokal menjadi aspek strategis dalam 

upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.2 

                                                             
1 Muchammad Aqim Al-Mizan dan Syofyan Hadi, “Implikasi Status Badan Hukum Badan Usaha Milik 

Desa (BUMdes) Dalam Penyelenggaraan Desa,” in ISeminar Nasional Mewujudkan Sistem Hukum Nasional 

Berbasis Pancasila (Surabaya, 2024), 161–71, https://conference.untag-sby.ac.id/index.php/shnbc. 
2 Indani Zulfa, Tarsisius Murwadji, dan Etty Mulyati, “Status Badan Hukum Bumdes Sebagai Perseroan 

Perorangan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja,” Syntax Literate ; Jurnal 

Ilmiah Indonesia 8, no. 2 (23 Februari 2023): 1031–42, https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i2.11380. 
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Setiap desa pada hakikatnya memiliki ketentuan yang bersifat mandiri dan 

mengikat warganya. Peraturan tersebut disusun sebagai instrumen untuk mencapai 

peningkatan kemakmuran masyarakat desa. Otonomi desa Menunjukkan otoritas yang 

berada pada pemerintah desa dalam mengelola berbagai urusan di wilayahnya. 

Landasan hukum pengaturan ini dapat ditemukan Sesuai dengan Pasal 18 Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana dimuat dalam Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 beserta Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5494. 3  Kewenangan tersebut dihadirkan sebagai sarana 

mewujudkan kemandirian desa, yang pada akhirnya diharapkan mampu mengangkat 

taraf hidup dan kesejahteraan masyarakatnya.4 

Kemandirian desa dapat dimaknai sebagai kemampuan desa untuk mengelola dan 

memenuhi berbagai kebutuhan masyarakatnya secara mandiri. Menurut Pasal 1 angka 

12 Undang-Undang Desa, penguatan masyarakat desa diartikan sebagai serangkaian 

upaya untuk membangun kemandirian dan meningkatkan kesejahteraan warga melalui 

pengembangan Sikap dan perilaku, kecakapan, kemampuan, tingkat kesadaran, serta 

pengoptimalan penggunaan sumber daya yang dimiliki.5 Proses ini diwujudkan melalui 

penyusunan kebijakan, pelaksanaan program, dan kegiatan yang relevan, serta 

dukungan yang disesuaikan dengan karakter permasalahan dan tujuan utama yang ingin 

dicapai. Peningkatan kapasitas masyarakat desa menjadi faktor penting dalam mencapai 

tujuan tersebut. 

Salah satu langkah dalam memperkuat perekonomian dan kemandirian 

Pemberdayaan masyarakat desa dilakukan melalui pendirian Badan Usaha Milik Desa. 

Disisi lain dapat diketahui bahwa BUMDes masih termasuk hal baru dalam 

keberadaannya, dalam praktiknya tidak dapat dihindari muncul berbagai kendala, 

khususnya yang berkaitan dengan tahapan pembentukan dan pendiriannya diantaranya 

legalitas bentuk badan hukum pendirian BUMDes.6 Pasal 1 angka 6 UU Desa, BUM 

Desa dipahami sebagai badan usaha yang kepemilikan modalnya berasal dari desa, baik 

                                                             
3 Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
4 Anom Surya Putra, “Diskursus Pengakuan, Badan Hukum, Dan Fenomena Badan Usaha Milik Desa ‘Tirta 

Mandiri’ Di Desa Ponggok,” Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 7, no. 3 (17 Desember 

2018): 465, https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v7i3.260. 
5 Darwin Abd Radjak, Dekki Umamur Ra’is, dan Abd. Rohman, Pembangunan Masyarakat Desa, ed. oleh 

M.Si Mega Safitri Amra, 1 ed. (Malang, Jawa Timur: Forind, 2024). 
6 Aqim Al-Mizan dan Hadi, “Implikasi Status Badan Hukum Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) Dalam 

Penyelenggaraan Desa.” 
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secara keseluruhan maupun sebagian besar, Yang berasal dari penyertaan langsung atas 

kekayaan desa yang dipisahkan. Lembaga ini dibentuk untuk mengelola berbagai aset, 

memberikan layanan jasa, serta mengembangkan usaha lainnya, dengan tujuan utama 

memaksimalkan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat desa. 

Kemajuan perekonomian desa dapat didorong melalui pembentukan Badan Usaha 

Milik Desa atau (BUM Desa). Lembaga ini menjadi instrumen Desa perlu mengelola 

potensi ekonomi yang dimilikinya secara optimal, meskipun dalam praktiknya status 

kelembagaan BUM Desa masih sering menjadi perhatian. Kondisi tersebut terjadi 

karena regulasi terkait Badan Usaha Milik Desa belum secara tegas menetapkan status 

hukumnya. Ketidakpastian ini menimbulkan kerancuan mengenai apakah BUMDesa 

termasuk dalam kategori badan hukum atau tidak.7 

Ketentuan dalam Undang-Undang Desa beserta peraturan pelaksananya masih 

menyisakan sejumlah kelemahan, terutama dalam hal Ketentuan mengenai bentuk 

badan usaha yang dimiliki oleh BUM Desa. Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa8  mendefinisikan BUM Desa sebagai badan usaha dengan 

modal yang seluruhnya atau sebagian besar dimiliki oleh desa.9 Selain itu, Pasal 87 ayat 

(1) Undang-Undang Desa10, pendirian BUM Desa wajib berlandaskan pada Peraturan 

Desa (Perdes) sebagai instrumen hukum formal. Hal ini menegaskan bahwa inisiasi 

pembentukan BUM Desa merupakan kewenangan otonom masyarakat desa yang 

dikukuhkan melalui regulasi tingkat desa. Selanjutnya, Pasal 88 ayat (1) 

mengamanatkan bahwa proses pembentukan tersebut mutlak melalui mekanisme 

Musyawarah Desa11 (Musdes) sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi. Secara 

historis, mekanisme ini menunjukkan bahwa entitas BUM Desa lahir dari kesepakatan 

kolektif warga, yang secara yuridis memberikan posisi tawar yang kuat bagi 

kemandirian ekonomi desa tanpa harus mengikuti prosedur pembentukan badan hukum 

privat konvensional di fase awalnya. 

                                                             
7 Amelia Sri dan Kusuma Dewi, “Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Upaya Dalam 

Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa,” Journal of Rural and 

Development 5, no. 1 (2014). 
8 Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun  2014 tentang Desa 
9 Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
10 Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
11 Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
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Hal ini menyebabkan kedudukan hukum BUMDes belum sekuat badan hukum lain 

seperti perseroan terbatas, sehingga menyulitkan BUMDes dalam mengakses sumber 

permodalan dari lembaga keuangan maupun menjalin kerja sama dengan pihak ketiga.12 

Untuk mengatasi kelemahan tersebut Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 

2020 diberlakukan oleh pemerintah bersama DPR dan kemudian diperbaharui Melalui 

pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja resmi ditetapkan 

sebagai undang-undang. Regulasi ini melakukan perubahan terhadap sejumlah 

ketentuan dalam Undang-Undang Desa, termasuk mengenai BUMDes. Melalui Pasal 

117, BUM Desa memperoleh status badan hukum, yang secara teknis operasional 

disahkan melalui mekanisme pendaftaran elektronik sebagaimana diatur dalam PP No. 

11 Tahun 2021 dan Permenkumham No. 40 Tahun 2021. 

Walaupun telah tersedia landasan hukum yang mengatur keberadaan BUMDes 

berbadan hukum, pelaksanaannya di berbagai daerah masih belum optimal. Data dari 

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes 

PDTT) menunjukkan bahwa hingga September 2025 baru sebanyak 33.588 dari total 

60.417 BUMDes di Indonesia yang telah memperoleh status badan hukum. Jumlah 

tersebut setara dengan sekitar 28,6% dari keseluruhan BUMDes yang ada secara 

nasional. 13  Persentase BUMDes berbadan hukum yang masih relatif rendah 

mengindikasikan adanya berbagai kendala yang menghambat proses penguatan 

kelembagaan, baik dari aspek struktural, administratif, maupun teknis. 

Penelitian ini berangkat dari kondisi empiris di Desa Kandeman Kecamatan 

Kandeman Kabupaten Batang yang hingga saat ini belum ditemukan kajian secara 

akademis, khususnya terkait pelaksanaan Pasal 117 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2023 tentang Cipta Kerja mengatur perubahan atas ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengenai kewajiban BUMDes berbadan 

hukum.14  

BUMDes Kandeman Manunggal Makmur didirikan pada tahun 2022. Pada tahun 

yang sama pemerintah desa telah mengajukan pendaftaran badan hukum melalui sistem 

                                                             
12 Alfiansyah. “Status Badan Usaha Milik Desa Sebagai Badan Hukum Atas Diundangkannya Undang-

Undang Cipta Kerja.” Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 5, no. 2 (Maret 2021): 212–220. 
13  ANTARA, "Kemendes: 33 Ribu BUMDes Telah Berbadan Hukum", 

https://jambi.antaranews.com/berita/629141/kemendes-33-ribu-bumdes-telah-berbadan-hukum, diakses pada 6 

Februari 2026. 
14 Pasal 117 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja 

https://jambi.antaranews.com/berita/629141/kemendes-33-ribu-bumdes-telah-berbadan-hukum
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yang disediakan pemerintah. Namun proses tersebut tidak langsung memperoleh 

pengesahan sehingga menyebabkan legalitas BUMDes belum terselesaikan. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Direktur BUMDes Manunggal Makmur, proses 

tersebut sempat mengalami kevakuman karena tidak terdapat tindak lanjut terhadap 

pendaftaran yang telah dilakukan. Hal tersebut juga disampaikan oleh Ketua Bumdes 

Manunggal Makmur Kandeman, yakni Bapak Wahyu Soekmono15 : 

“ sebetulnya BUM Desa ini sudah kami daftarkan ke Kemenkumham sejak 2022, Mbak. 

Berkas sudah kami input namun waktu itu tidak ada respon balik dari pusat sejak itu 

akhirnya prosesnya vakum, tidak ada tindak lanjut dari pengurus waktu itu. Kami baru 

dapat pengesahan resmi tahun ini bulan kemarin itupun karena pak kades menekankan 

agar segera diselesaikan.” 

Beliau juga menambahkan bahwa : 

“apalagi kaitannya dengan pengelolaan dana desa terutama ketahanan pangan susah 

mba kalau belum ada pengesahan resmi, kalau badan hukumnya belum sah tidak bisa 

melakukan penyerapan dana desa, apalagi 20% dari anggaran tersebut dialokasikan 

untuk program ketapang tadi, makannya pak lurah mendesak supaya prosesnya 

dipercepat, tapi saat ini BUMDesnya baru mau jalan karena sempat mati suri dan 

tentunya belum bisa secepat BUMDes yang sudah berkembang” 

Berdasarkan hasil wawancara, bahwa BUM Desa Kandeman Manunggal Makmur 

menghadapi keterlambatan proses legalitas yang cukup panjang sejak tahun 2022. 

Kondisi ini tidak hanya memengaruhi kelancaran administrasi kelembagaan, tetapi juga 

berdampak pada terbatasnya ruang gerak BUM Desa dalam mengelola anggaran desa 

serta menjalankan program ketahanan pangan. Keterlambatan proses pendaftaran yang 

berujung pada “mati suri” menunjukkan bahwa implementasi ketentuan Pasal 117 

Undang-Undang pada Nomor 6 Tahun 2023 belum sepenuhnya berjalan efektif. 

Seiring diberlakukannya ketentuan mengenai badan hukum BUMDes, Pemerintah 

Desa Kandeman melakukan pembenahan kelembagaan melalui pembentukan 

kepengurusan baru serta melengkapi persyaratan administrasi hingga akhirnya 

memperoleh Sertifikat Badan Hukum Nomor AHU-13691.AH.01.33.TAHUN 2025. 

Meskipun telah memperoleh status badan hukum, perubahan tersebut belum serta-merta 

                                                             
15 Wawancara Pribadi, Bapak Wahyu Seksomo, Direktur Bumdes Manunggal Makmur Kandeman, Batang 

27 November 2025 



6 
 

 

meningkatkan kontribusi BUMDes terhadap penyelenggaraan desa. Unit usaha yang 

dijalankan masih terbatas, keuntungan usaha masih digunakan untuk operasional, serta 

kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa belum optimal. Di sisi lain, perubahan status 

badan hukum juga membawa konsekuensi terhadap tata kelola kelembagaan, 

kewenangan, transparansi, dan akuntabilitas BUMDes yang perlu dikaji lebih lanjut. 

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya mengkaji implikasi hukum dari 

perubahan status Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi badan hukum setelah 

berlakunya Pasal 117 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 jo. Peraturan Pemerintah 

Nomor 11 Tahun 2021. Perubahan tersebut tidak hanya memberikan kepastian hukum 

terhadap kedudukan BUMDes sebagai badan hukum, tetapi juga menimbulkan 

konsekuensi hukum terhadap tata kelola kelembagaan, akses permodalan, pelaksanaan 

kewenangan, serta pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan usaha desa. 

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis implikasi 

hukum perubahan status badan hukum BUMDes Manunggal Makmur terhadap 

penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Kandeman. Mengacu pada uraian 

sebelumnya, penulis akan melakukan penelitian secara lebih mendalam terkait 

“IMPLIKASI PERUBAHAN STATUS BADAN HUKUM PADA BADAN USAHA 

MILIK DESA KANDEMAN MANUNGGAL MAKMUR PASCA PASAL 117 

UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA”. 

A. Rumusan Masalah  

1) Bagaimana legalitas Badan Usaha Milik Desa berdasarkan Pasal 117 UU Nomor 6 

Tahun 2023 terhadap kedudukan BUM Desa Kandeman Manunggal Makmur? 

2) Bagaimana implikasi hukum pada perubahan status Badan Usaha Milik Desa Pada 

penyelenggaraan desa di Desa Kandeman? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan legalitas BUMDes menurut peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

2. menganalisis implikasi hukum atas perubahan status Badan Usaha Milik Desa 

terhadap penyelenggaraan potensi desa pasca UU Cipta Kerja di Desa Kandeman 

Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang. 
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D. Kegunaan Penelitian 

Kajian ilmiah yang dijalankan oleh penulis ini memberikan sejumlah 

keuntungan, baik dalam aspek teoretis maupun praktis, yang terangkum sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan 

ilmu hukum, khususnya di bidang Hukum Tata Negara dan Hukum Pemerintahan 

Desa, melalui kajian mengenai implikasi status badan hukum Badan Usaha Milik 

Desa (BUMDes) terhadap tata kelola kelembagaan BUMDes. Secara teoritis, 

penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai penerapan teori 

legalitas dalam memberikan kepastian hukum terhadap kedudukan BUMDes sebagai 

badan hukum, serta memperkuat kajian mengenai penerapan prinsip-prinsip Good 

Governance, khususnya kepastian hukum (rule of law), transparansi, dan 

akuntabilitas dalam pengelolaan BUMDes. Dengan demikian, penelitian ini 

diharapkan dapat menjadi referensi akademis bagi pengembangan kajian mengenai 

legalitas badan hukum BUMDes dan implikasinya terhadap tata kelola kelembagaan 

BUMDes pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta 

Kerja. 

 

2. Manfaat Praktis 

Bagi lembaga pemerintahan di Desa Temuan penelitian ini dapat dijadikan 

pedoman oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa ataupun (BPD) 

dalam menentukan arah kebijakan, menyusun regulasi tingkat desa, serta 

menjalankan proses pembentukan dan pengelolaan BUMDes yang selaras dengan 

ketentuan hukum yang berlaku. 

Bagi pengelola BUMDesa Kandeman Manunggal Makmur, terutama dalam 

penguatan kelembagaan serta peningkatan sistem pengelolaan BUMDes. Melalui 

hasil kajian ini, diharapkan muncul pemahaman yang lebih mendalam mengenai 

pentingnya serta dampak yuridis dari keberadaan badan hukum BUMDes 

Dengan cara tersebut, penelitian ini diharapkan mampu mendukung terciptanya 

penyelenggaraan pemerintahan desa yang lebih tertib secara hukum, transparan, dan 

berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. 
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E. Kerangka Teoritik 

1. Teori Legalitas 

Teori legalitas hukum pada Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) 

didasarkan pada prinsip bahwa BUM Desa harus diakui sebagai badan hukum 

yang sah untuk menjamin kepastian hukum dalam menjalankan kegiatan 

usahanya. Sejalan dengan hal tersebut, Badan Usaha Milik Desa sebagai badan 

usaha desa yang dikelola bersama antara pendiri dan anggota demi 

mewujudkan kepentingan pembangunan desa dan peningkatan pendapatan asli 

desa dengan legalitas sebagai kegiatan usaha berstatus badan hukum. 

Legalitas suatu perusahaan atau badan usaha adalah merupakan unsur yang 

terpenting, karena legalitas merupakan jati diri yang melegalkan atau 

mengesahkan suatu badan usaha sehingga diakui oleh masyarakat. Legalitas 

perusahaan harus sah menurut undang-undang dan peraturan, di mana 

perusahaan tersebut dilindungi atau dipayungi dengan berbagai dokumen 

hingga sah di mata hukum.16 

 

2. Teori Good Governance 

Penerapan konsep good governance pada level desa mengacu pada pola 

penyelenggaraan pemerintahan yang menempatkan prinsip keterbukaan, 

pertanggungjawaban, pelibatan masyarakat, efektivitas, serta ketaatan terhadap 

ketentuan hukum sebagai landasan utama. Prinsip-prinsip tersebut menjadi 

pedoman dalam pengelolaan sumber daya desa dan penyelenggaraan layanan 

publik agar dilaksanakan secara transparan, berkeadilan, dan peka terhadap 

kebutuhan masyarakat. Orientasi utamanya adalah membangun tata kelola 

pemerintahan desa yang efisien, dinamis, dan mendukung pembangunan yang 

berkelanjutan. Tinambunan (2022) menegaskan bahwa penerapan prinsip good 

governance di tingkat desa memiliki peran strategis dalam menjamin 

pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dilakukan secara 

profesional dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Melalui penerapan tata kelola yang baik, pemanfaatan sumber daya desa dapat 

                                                             
16  Rini Fitriani, “Aspek Hukum Legalitas Perusahaan Atau Badan Usaha Dalam Kegiatan Bisnis,” Jurnal 

Hukum Samudra Keadilan 12, no. 1 (2017): 136–45, https://ejurnalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/97. 
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dilakukan secara bertanggung jawab sehingga mampu memberikan manfaat 

yang maksimal bagi kesejahteraan masyarakat.17 

3. Konsep BUM Desa 

a. Pengertian Badan Usaha Milik Desa 

Badan Usaha Milik Desa atau (BUMDes) merupakan lembaga 

usaha yang dibentuk oleh pemerintah desa dan menjadi bagian dari 

struktur kelembagaan desa. Pembentukan BUMDes didasarkan pada 

penyertaan modal yang bersumber dari sumber daya alam desa yang 

dipisahkan, baik seluruhnya maupun sebagian, Mengacu pada ketentuan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Modal yang 

dihimpun diarahkan untuk pengelolaan aset desa, penyediaan layanan 

publik berbasis usaha, dan pelaksanaan kegiatan ekonomi lainnya demi 

mendorong kesejahteraan warga desa.. Selain permodalan yang berasal 

dari pemerintah desa, BUM Desa BUM Desa juga dimungkinkan 

menerima penyertaan modal yang berasal dari masyarakat desa melalui 

partisipasi dalam bentuk simpanan atau tabungan. Disamping itu, 

Pendanaan BUM Desa dapat diperoleh dari hasil kolaborasi desa dengan 

pihak eksternal dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi, maupun donor, 

yang selanjutnya dibukukan sebagai kekayaan desa dan disalurkan melalui 

APBDes.18 

Pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 

tenrkait Cipta Kerja, kedudukan BUM Desa mengalami penguatan secara 

yuridis. Pengaturan tersebut memberikan penegasan bahwa BUM Desa 

berkedudukan sebagai subjek hukum yang dibentuk para pemerintah desa 

untuk menyelenggarakan aktivitas ekonomi desa, meliputi pengelolaan 

dan pemanfaatan aset desa, penguatan investasi, peningkatan produktivitas 

usaha, serta penyediaan berbagai bentuk layanan usaha dan pelayanan 

ekonomi lainnya yang diarahkan bagi peningkatan taraf kesejahteraan 

masyarakat desa. Dengan demikian, berdasarkan pengaturan dalam 

                                                             
17Harjianto dan Afrian Risma Sari, “Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Oleh Pemerintahan Desa 

Buluagung Siliragung Banyuwangi Dalam Pelayanan Publik,” Humanis: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora 

16, no. 2 (2024): 43–52, https://doi.org/10.52166/humanis.v16i2.6651. 
18 Tarsisius Murwadji dan Deden Suryo Rahardjo, “Bumdes sebagai badan hukum alternatif dalam 

pengembangan perkoperasian indonesia,” Jurnal Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an 1 (2017): 1–18. 
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Undang-Undang Cipta Kerja, BUM Desa tidak lagi dipahami sekadar 

sebagai badan usaha desa, melainkan telah memiliki status sebagai badan 

usaha yang berbadan hukum.19 

Sebagai salah satu penopang Pendapatan Asli Desa, BUMDes 

diharapkan mampu memanajemen aset desa, menyediakan layanan, serta 

menjalankan berbagai kegiatan usaha yang ditujukan bagi peningkatan 

kesejahteraan para masyarakat desa. Dalam rangka merealisasikan tujuan 

tersebut,maka kepala desa sebagai bagian dari unsur penyelenggara 

pemerintahan desa dibekali kewenangan di sektor perekonomian, 

termasuk upaya penguatan sumber pendapatan desa serta pengelolaan dan 

penerimaan pengalihan sebagian aset negara yang diperuntukkan bagi 

peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. 

Maryuni memaknai BUMDes sebagai korporasi yang 

pengelolaannya melibatkan masyarakat bersama pemerintah desa dengan 

tujuan memperkuat kondisi perekonomian masyarakat desa sekaligus 

mendukung kapasitas ekonomi pemerintah desa. Sejalan dengan 

pandangan tersebut, Purnomo menyatakan bahwasanya BUMDes 

dibentuk sebagai badan usaha yang berfungsi untuk mendorong 

peningkatan ekonomi desa serta menjaga keberlanjutan dan pengelolaan 

aset-aset desa.20 

b. Prinsip – Prinsip Pendirian Badan Usaha Milik Desa 

Prinsip utama dalam proses pendirian BUM Desa berdasarkan 

Buku Pegangan Pengelolaan BUM Desa (2017,3) adalah :21 

1. Pengembangan, yaitu upaya untuk menumbuhkan kapasitas, 

keterlibatan, serta tanggung jawab masyarakat desa dalam 

pengelolaan BUM Desa; 

                                                             
19 Siti Aisyah dan Novita Sari, “Kedudukan Badan Usaha Milik Desa yang Tidak di Daftarkan Badan 

Hukum,” Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara 2, no. 1 (2024), https://doi.org/: 

https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i1.909. 
20Desi Fadikta Sisworini dan Rumawi, “Badan Usaha Milik Desa sebagai Badan Hukum,” Jurnal Hukum 

4, no. April (2025): 1–24 https://doi.org/https://doi.org/10.56013/welfarestate.v4i1.2873. 
21 Uray Mustakim Khristina Yunita, Ira Grania Mustika, Sari Rusmita, Dwi Prihartini4, “Konsep Pendirian 

dan Pengembangan Bumdes,” Prosiding Satiesp2019, 2019, 171–77. 
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2. Keberagaman, yang dimaknai sebagai pengakuan terhadap variasi 

kegiatan usaha masyarakat, di mana keberagaman tersebut dapat 

Dimasukkan sebagai unit usaha BUM Desa dengan tetap 

mempertahankan status serta kepemilikan usaha ekonomi 

masyarakat yang sudah berjalan; 

3. Kontribusi, yakni pengelolaan BUM Desa harus mendorong giat 

masyarakat agar memiliki rasa kepemilikan dan turut bertanggung 

jawab terhadap keberlanjutan BUM Desa; 

4. Demokrasi, yang mengandung makna bahwa pengelolaan BUM 

Desa harus berlandaskan kebutuhan masyarakat serta dilaksanakan 

dengan tata kelola administrasi dan keuangan yang tertib dan 

akuntabel. 

Secara konseptual, BUMDes berfungsi sebagai instrumen ekonomi yang 

mengintegrasikan potensi sumber daya desa dengan partisipasi masyarakat 

lokal dalam kegiatan usaha yang berorientasi pada kemanfaatan sosial dan 

ekonomi. BUMDes berperan dalam menciptakan lapangan kerja, 

meningkatkan pendapatan asli desa, serta menjadi sarana kemandirian ekonomi 

desa melalui usaha-usaha produktif. 

Adapun dalam praktik administrasi pemerintahan, BUMDes menjadi 

salah satu subjek hukum yang menjalankan kegiatan ekonomi atas nama desa, 

sehingga setiap tindakan hukumnya harus memiliki legitimasi dan kepastian 

hukum sesuai dengan asas legalitas. Dengan perubahan status BUMDes 

menjadi badan hukum, lembaga ini memperoleh kedudukan yang lebih kuat 

dalam melakukan hubungan hukum, baik dengan pihak pemerintah maupun 

sektor swasta, termasuk dalam hal kerja sama, pembiayaan, dan pengelolaan 

aset desa. 

F. Penelitian yang Relevan 

Sebagai bagian dari studi kepustakaan, peneliti melakukan penelusuran 

terhadap hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan problematika 

hukum mengenai status badan hukum BUM Desa. Penelusuran ini dilakukan untuk 

mengidentifikasi celah penelitian (research gap) serta menegaskan batasan masalah 

yang akan dikaji lebih mendalam dalam penelitian ini. Perbandingan antara 
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penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan peneliti diuraikan dalam tabel 

berikut : 

 

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu 

 

No 
Nama Peneliti & 

Judul 
Metode/Pendekatan Dan Teori Simpulan 

1 Novita Lestari dan 

M. Arafat 

Hermana, (2019), 

Analisis Yuridis 

Pembentukan 

BUMDes 

berdasarkan UU 

Desa No. 6 Tahun 

2014 

● Metode Yuridis-Normatif 

● Pendekatan Perundanag-

undangan 

● Teori Otonomi Desa 

● Pembentukan BUM Desa 

berdasarkan UU No. 6 Tahun 

2014 telah memenuhi 

persyaratan legalitas formil 

melalui Peraturan Desa. 

Namun, BUM Desa masih 

dianggap Sebagai entitas 

ekonomi yang membutuhkan 

landasan yang memadai untuk 

pertumbuhan karena 

kedudukan hukum 

keperdataannya belum jelas. 

● Hambatan utama yang 

ditemukan adalah 

keterbatasan regulasi yang 

rinci mengenai mekanisme 

pertanggungjawaban dan 

penguatan modal. Ketiadaan 

payung hukum yang kuat dan 

spesifik menyebabkan 

keraguan hukum (legalitas) 

dalam menjalankan unit 

usaha BUM Desa.22 

                                                             
22 Novita Lestari dan M Arafat Hermana, “Analisis Yuridis Pembentukkan Badan Usaha Milik Desa (BUM 

DESA) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,” Panji Keadilan Jurnal Ilmiah 

Nasional 2, no. 2 (2019), https://jurnal.uimedan.ac.id/index.php/sintaks/article/view/862. 
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2 Nur Iskandar 

Syafi’i 

(2025), 

Pembentukan 

Badan Usaha Milik 

Desa Berdasarkan 

Peraturan Daerah 

Kabupaten 

Banyumas Nomor 

6 Tahun 2016 

Tentang Bumdes 

Perspektif 

Maslahah 

● Metode Kualitatif 

● Pendekatan Empiris-

Sosiologis 

● Teori Maslahah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Perda No. 6 Tahun 2016 

efektif memberikan landasan 

hukum yang kuat dan 

memadai bagi desa-desa di 

● Banyumas untuk membentuk 

BUM Desa, tetapi kendala 

masih ditemukan dalam aspek 

manajerial (struktur 

pengelolaan, transparansi). 

● BUM Desa yang telah 

terbentuk sesuai dengan 

perspektif Maslahah karena 

terbukti memberikan dampak 

positif yang signifikan. 

Manfaat yang diperoleh 

meliputi peningkatan 

Pendapatan Asli Desa 

(PADes) dan penciptaan 

lapangan kerja bagi 

masyarakat setempat.23 

3 Desi Fadikta 

Sisworini, (2022), 

Kedudukan Hukum 

Pendirian Badan 

Usaha Milk Desa 

Menurut PP 

No. 11 Tahun 2021 

● Metode penelitian hukum 

normatif 

● Pendekatan konseptual 

dan pendekatan peraturan 

perundang-undangan 

● Teori badan hukum 

● PP No. 11 Tahun 2021 telah 

menetapkan bahwa BUM 

Desa adalah 

● Badan Hukum. Pendiriannya 

wajib melalui pendaftaran 

kepada Menteri yang 

berwenang (via Sistem 

Informasi Desa). 

● Status badan hukum BUM 

Desa menghasilkan 

pemisahan tanggung jawab 

pengurus dan desa. Kerugian 

                                                             
23Nur Iskandar Syafi’i, “Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten 

Banyumas Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Bumdes Perspektif Maslahah,” Skripsi (Universitas Islam Negeri Prof. 

K. H Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2025). 
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BUM Desa hanya dibebankan 

pada modal yang disetorkan, 

sehingga melindungi 

keuangan Desa dan aset 

pengurus dari risiko kerugian 

usaha.24 

4 Muchammad Aqim 

Al-Mizan dan 

Syofyan Hadi 

(2024), Implikasi 

Status Badan 

Hukum BUMDes 

dalam 

Penyelenggaraan 

Desa 

● Metode Yuridis-Normatif 

● Pendekatan Perundang-

undangan 

● Teori Badan Hukum 

● Implikasi status badan hukum 

BUM Desa terhadap 

penyelenggaraan desa masih 

belum efektif dan optimal 

karena kendala normatif 

regional. 

● Banyak Perda tidak akurat 

dalam menetapkan bentuk 

badan hukum BUM Desa, 

sehingga BUM Desa 

kesulitan menjalankan 

fungsinya secara independen 

di ranah bisnis. 

5 I Komang Kawi 

Arta, I Gede Arya 

Wira Sena, Ni 

Kadek Diah 

Miantari. (2024), 

Efektivitas 

Pendaftaran 

BUMDes sebagai 

Badan Hukum di 

Kabupaten 

Buleleng. 

● Metode Yuridis-Empiris 

● Pendekatan Perundang-

undangan & studi kasus 

● Teori Efektivitas Hukum 

● Pendaftaran BUM Desa 

sebagai Badan Hukum di 

Buleleng tergolong tidak 

efektif. Dari total 127 BUM 

Desa, hanya 32 BUM Desa 

yang terdaftar sebagai Badan 

Hukum. Rendahnya 

efektivitas ini disebabkan 

oleh Faktor Substansi Hukum 

(regulasi yang tumpang tindih 

dan berubah-ubah), Faktor 

Sarana/Fasilitas (keterbatasan 

Sumber Daya Manusia/SDM 

                                                             
24Desi Fadikta Sisworini, “Kedudukan Hukum Pendirian Badan Usaha Milik Desa Menurut PP Nomor 11 

Tahun 2021,” Skripsi, 2023. 
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pengelola yang paham 

hukum), dan Faktor Budaya 

Hukum (belum adanya 

kesadaran hukum yang tinggi 

dari pengurus BUM Desa).25 

 

 Berdasarkan hasil telaah penelitian terdahulu pada tabel di atas, terlihat bahwa 

mayoritas kajian sebelumnya memfokuskan pembahasan pada pengelolaan BUMDes, strategi 

pemberdayaan, dan dampak ekonomi. Meski demikian, aspek legalitas Badan Usaha Milik 

Desa setelah lahirnya perubahan regulasi melalui Undang-Undang terkait Cipta Kerja tahun 

2023 masih jarang dibahas secara mendalam. Penelitian ini hadir untuk melengkapi ruang 

kajian tersebut, khususnya dengan lokasi penelitian di Desa Kandeman Kecamatan Kandeman 

Kabupaten Batang. 

 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian hukum empiris atau empirical-

legal research, yakni menelaah hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga 

sebagai kenyataan sosial yang hidup di dalam masyarakat. Sehingga dikatakan hukum 

dipahami bukan sekadar seperangkat aturan yang bersifat preskriptif, melainkan juga 

sebagai instrumen yang berinteraksi dengan perilaku dan praktik sosial para pelaku 

hukum di lapangan.empiris.26 Penelitian ini bersifat dinamis dan adaptif, memungkinkan 

peneliti untuk menyesuaikan fokus studi sesuai dengan temuan di lapangan.27 

Dengan penelitian ini, peneliti berupaya mengkaji bagaimana perubahan status 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi badan hukum diterapkan dalam praktik 

pada BUMDes Manunggal Makmur Desa Kandeman serta implikasi hukumnya terhadap 

penyelenggaraan desa. Penelitian ini tidak hanya mengkaji ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang mengatur BUMDes, tetapi juga menganalisis fakta-fakta yang 

                                                             
25 Ni Kadek Diah Miantari I Komang Kawi Arta, I Gede Arya Wira Sena, “Efektifitas Pendaftaran Badan 

Usaha Milik Desa Seabagi Badan Hukum di Kabupaten Buleleng-Kabupaten Bali,” Jurnal Hukum 12, no. 1 

(2024): 88–101, https://doi.org/https:/doi.org/10.37637/kw.v12i2.2206.  
26Mukhti Fajar dan Yulianto Achmad, “Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris” 8, no. 1 (2015): 

15–35. 
27Syafi’i, “Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas 

Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Bumdes Perspektif Maslahah.” 
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diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi untuk mengetahui kesesuaian antara 

ketentuan hukum dengan praktik yang terjadi di lapangan. Dengan demikian, penelitian 

ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan pengaturan badan 

hukum BUMDes serta implikasi hukumnya terhadap tata kelola dan penyelenggaraan 

pemerintahan desa.  

2. Jenis Pendekatan 

Jenis pendekatan yang diterapkan dalam studi ini yakni pendekatan studi kasus. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus untuk mengkaji secara mendalam legalitas 

dan perubahan status badan hukum BUM Desa Kandeman Manunggal Makmur. Pendekatan studi 

kasus dipilih karena penelitian berfokus pada satu objek tertentu dengan memperhatikan konteks, 

proses, serta kondisi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Melalui pendekatan ini, 

peneliti berupaya memahami penerapan ketentuan hukum mengenai status badan hukum BUM 

Desa dan implikasinya terhadap penyelenggaraan desa berdasarkan hasil wawancara serta 

dokumen yang relevan.28 

3. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Desa Kandeman, Kecamatan Kandeman, Kabupaten 

Batang khususnya berfokus pada BUM Desa Kandeman Manunggal Makmur. Pemilihan 

lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa BUM Desa Kandeman 

Manunggal Makmur memiliki proses transisi perubahan status hukum yang dapat dikaji 

untuk memahami penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai badan 

hukum BUM Desa dalam praktik. Kasus ini relevan dengan fokus penelitian karena 

mengarahkan  peneliti menelaah hubungan antara ketentuan hukum mengenai status 

badan hukum BUM Desa dengan proses pendaftaran, kedudukan hukum, serta 

implikasinya pada tata kelola serta peyelenggaraan  desa. Selain itu, penelitian di BUM 

Desa Kandeman memberi kesempatan peneliti mengkaji bagaimana ketentuan tersebut 

diterapkan dalam kondisi nyata melalui informasi yang diperoleh dari pihak-pihak terkait 

dan dokumen yang relevan. Dengan demikian, BUM Desa Kandeman dipilih karena 

memiliki kasus yang sesuai dengan fokus dan rumusan masalah penelitian, bukan semata-

mata karena keberadaan BUM Desa di desa tersebut. 

4. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. 

                                                             
 28 Ubaid Ridlo, Metode Penelitian Studi Kasus: Teori dan Praktik (Jakarta: Publica Indonesia Utama, 
2023), hlm. 37–38. 
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a. Data Primer 

Data primer merupakan informasi yang diperoleh dari sumber utama. Dalam 

penelitian ini, data tersebut dikumpulkan dari pihak-pihak yang terlibat secara 

langsung, yaitu dari narasumber. Pada penelitian hukum empiris, sumber utama data 

berasal dari hasil penggalian data di lapangan.29  Penelitian ini menggunakan data 

primer dari wawancara dengan Ibu Kartika Kumala Sekar sebagai Penggerak 

Swadaya Masyarakat Ahli Pertama Dispermades Kabupaten Batang, Bapak Budy 

Warnoto Kepala Desa Kandeman, dan Bapak Wahyu Soekmono Direktur BUM Desa 

Kandeman. selain itu juga terdapat studi dokumen lapangan yang menjadi salah satu 

data primer pada penelitian ini. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder didapati secara tidak langsung, yakni melalui penelusuran 

kepustakaan terhadap berbagai sumber hukum yang terdiri atas bahan hukum primer 

dan bahan hukum sekunderBahan hukum primer mencakup berbagai peraturan 

perundang-undangan yang menjadi landasan hukum dalam pendirian dan 

pengelolaan BUM Desa. 

Bahan hukum primer meliputi: 

a. Pasal 117 UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja 

b. UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

c. PP Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa 

d. Permenkumham Nomor 40 Tahun 2021 

e. Permendes PDTT Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan, dan 

Pemeringkatan Badan Usaha Milik Desa 

f. Perdes Kandeman Nomor 07 Tahun 2025 tentang Pendirian BUM Desa 

Kandeman Manunggal Makmur 

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang berfungsi memberikan penjelasan, 

interpretasi, dan analisis lebih lanjut terhadap bahan hukum primer, yang mencakup 

rancangan peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, serta karya ilmiah di 

                                                             
29M.Hum. Muhaimin. Metode Penelitian Hukum, Educacao e Sociedade, 1 ed., vol. 1 (Mataram University 

Press, 2020). 
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bidang hukum, pandangan para ahli hukum, serta berbagai sumber literatur ilmiah 

lainnya.30 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini mengumpulkan data primer melalui pelaksanaan wawancara. 

Metode ini digunakan sebagai sarana komunikasi langsung antara peneliti dengan pihak 

terkait, baik responden, informan, maupun narasumber, guna menggali dan memperoleh 

informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Dalam konteks penelitian ini, wawancara 

dilakukan kepada pihak-pihak yang memiliki peran langsung maupun pemahaman 

mendalam terkait penyelenggaraan dan legalitas Badan Usaha Milik Desa di Desa 

Kandeman Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang.31 

Kedua studi kepustakaan, yakni Studi pustaka dilakukan terhadap berbagai bahan 

hukum yang relevan dengan objek penelitian. Penelusuran bahan hukum tersebut 

dilakukan melalui berbagai cara, antara lain dengan membaca, mengamati, maupun 

memanfaatkan akses informasi melalui media digital dan jaringan internet.32 Teknik ini 

digunakan untuk memperoleh data sekunder yang berfungsi mendukung serta melengkapi 

data yang diperoleh melalui wawancara, sekaligus memberikan dasar yuridis maupun 

teoritis dalam analisis penelitian. 

6. Teknik Analisis Data 

Proses analisis data dilakukan setelah seluruh data dan bahan hukum berhasil 

dihimpun. Data yang diperoleh kemudian melalui tahap penyeleksian untuk memastikan 

keabsahannya, sebelum selanjutnya diolah dan disusun secara teratur dan sistematis. 

Tahapan tersebut dilakukan agar peneliti lebih mudah dalam menelaah dan menganalisis 

permasalahan penelitian. 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Menurut 

Sugiyono (2022), analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi 

sehingga mudah dipahami serta dapat ditarik suatu kesimpulan. Tahapan analisis data 

meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Reduksi 

                                                             
30Muhammad Siddiq Armia, Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum, ed. oleh MA DR. IUR. 

Chairul Fahmi, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (Banda Aceh, Provinsi Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-

Raniry Banda Aceh, 2022). 
31 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum. 
32  Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, dan Farkhani, Metodologi Riset Hukum, ed. oleh M.H Dr. 

Sarjiyati, 1 ed. (Madiun-Surakarta: Oase Group, 2020). 
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data dilakukan dengan memilih data yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya 

data disajikan dalam bentuk uraian deskriptif sehingga memudahkan proses analisis. 

Tahap terakhir dilakukan penarikan kesimpulan dengan menghubungkan hasil penelitian 

terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, teori legalitas, serta teori Good 

Governance sehingga diperoleh jawaban atas rumusan masalah penelitian.33 

H. Sistematika Penulisan 

BAB I Pendahuluan :  

Berisi uraian mengenai latar belakang masalah yang melandasi dilaksanakannya 

penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik secara teoritis 

maupun praktis, serta urgensi penelitian. Bagian ini juga menguraikan konteks 

permasalahan terkait legalitas badan hukum BUMDes dan implikasi hukum atas 

perubahan mengenai status badan hukum BUMDes pasca berlakunya Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2023.  

BAB II Landasan Teoritis : 

Bab ini menguraikan teori-teori yang menjadi landasan dalam menganalisis 

permasalahan penelitian. Teori Legalitas digunakan untuk menganalisis aspek kepastian 

hukum serta kedudukan hukum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai badan 

hukum, sedangkan Teori Good Governance digunakan untuk menganalisis implikasi 

status badan hukum terhadap tata kelola BUMDes, khususnya yang berkaitan dengan 

prinsip transparansi, dan akuntabilitas. Selain itu, bab ini juga menguraikan konsep Badan 

Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai landasan konseptual dalam penelitian.  

BAB III Hasil Penelitian : 

Bab ini menyajikan hasil penelitian mengenai legalitas dan kedudukan hukum 

BUM Desa Manunggal Makmur Desa Kandeman setelah memperoleh status badan 

hukum. Pembahasan diawali dengan gambaran umum lokasi penelitian dan potensi 

ekonomi desa, dilanjutkan dengan profil BUM Desa, proses pendirian, proses pendaftaran 

badan hukum berdasarkan Pasal 117 Undang-Undang Nomor 6 Tahun, serta kedudukan 

hukum BUM Desa setelah memperoleh pengesahan sebagai badan hukum. Uraian pada 

bab ini menjadi dasar analisis mengenai implikasi hukum perubahan status badan hukum 

BUM Desa terhadap penyelenggaraan desa yang dibahas pada Bab IV. 

                                                             
33  Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Research and Development (R&D), Edisi ke-2 

(Bandung: Alfabeta, 2022), hlm. 321–329. https://online.fliphtml5.com/cyqfr/jppo/#p=24 
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BAB IV Pembahasan Hasil Penelitian : 

Bab ini memuat analisis terhadap hasil penelitian mengenai implikasi hukum 

perubahan status Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Manunggal Makmur menjadi 

badan hukum berdasarkan Pasal 117 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta 

Kerja terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Kandeman, Kecamatan 

Kandeman, Kabupaten Batang. 

Pembahasan dalam bab ini difokuskan pada perubahan kedudukan hukum BUM 

Desa setelah memperoleh status badan hukum serta implikasinya terhadap 

penyelenggaraan pemerintahan desa, yang meliputi aspek kepastian hukum, 

pengembangan usaha dan penguatan kapasitas ekonomi desa, serta penerapan prinsip 

good governance melalui transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan BUM Desa. 

Selanjutnya, analisis dilakukan dengan menghubungkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan, teori yang digunakan dalam penelitian, dan data empiris yang 

diperoleh melalui wawancara, serta dokumentasi. Dengan demikian, pembahasan pada 

bab ini diharapkan mampu menjelaskan bagaimana perubahan status badan hukum BUM 

Desa memberikan implikasi hukum terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa 

Kandeman. 

BAB V Penutup : 

Bab ini menyajikan rangkuman hasil penelitian yang diperoleh dari pembahasan 

dan analisis sebelumnya, sekaligus memuat saran atau rekomendasi yang bersifat 

konstruktif. Rekomendasi tersebut ditujukan kepada pemerintah desa, pengelola Badan 

Usaha Milik Desa, serta instansi pembina agar penyelenggaraan dan pengelolaan Badan 

Usaha Milik Desa dapat dilaksanakan selaras dengan regulasi yang ada serta prinsip tata 

kelola pemerintahan desa yang baik. 
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BAB V  

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan status badan 

hukum baru menyentuh tatanan administratif formal secara normatif, namun belum 

memberikan dampak substantif terhadap efektivitas tata kelola maupun peningkatan 

perekonomian masyarakat lokal. Ditinjau dari rumusan masalah pertama mengenai 

kedudukan legalitas, BUM Desa Kandeman Manunggal Makmur secara yuridis-formal telah 

memenuhi asas legalitas berdasarkan Pasal 117 UU No. 6 Tahun 2023 melalui perolehan 

Sertifikat Pendaftaran Pendirian BUM Desa dari Kemenkumham. Pengesahan ini 

memberikan dampak positif secara normatif karena melegitimasi BUM Desa sebagai legal 

entity atau subjek hukum mandiri yang terpisah dari pemerintah desa. Namun  pemenuhan 

legalitas kedudukan BUM Desa Kandeman Manunggal Makmur tidak dapat dilepaskan dari 

dinamika penerapan prinsip-prinsip moralitas internal hukum Lon L. Fuller. Meskipun pada 

tahap awal lembaga ini sempat menghadapi hambatan struktural yang berujung pada 

kevakuman operasional akibat beban administrasi di luar kapasitas riil pengurus, intervensi 

aktif melalui pembinaan dan asistensi berhasil memulihkan keselarasan (congruence) antara 

norma yuridis dan praktik di lapangan.  

Ditinjau dari rumusan masalah kedua mengenai implikasi terhadap penyelenggaraan 

pemerintahan desa berlandaskan prinsip Good Governance, hasilnya menunjukkan nilai 

yang belum optimal dan dominan negatif. Dari aspek transparansi dan akuntabilitas 

pengelolaan BUM Desa Kandeman Manunggal Makmur masih tergolong minim. 

Keterbukaan informasi terkait perencanaan bisnis, laporan keuangan, dan tata kelola unit 

usaha kepada masyarakat maupun Pemerintah Desa Kandeman belum berjalan secara 

terbuka dan sistematis seperti yang diamanatkan oleh Undang Undang. Mekanisme 

pengawasan serta pertanggungjawaban berkala yang seharusnya menjadi standar 

operasional badan hukum belum terimplementasi dengan baik, sehingga fungsi kontrol 

sosial dan kelembagaan menjadi tidak efektif. Dari aspek dampak finansial dan ekonomi 

desa, perubahan status hukum BUM Desa belum mampu memberikan kontribusi terhadap 

peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes). Hal ini disebabkan oleh arus pendapatan BUM 

Desa yang saat ini hanya cukup untuk perputaran modal kerja (break-even point). Dengan 
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demikian, dapat disimpulkan bahwa transformasi BUM Desa Kandeman Manunggal 

Makmur menjadi badan hukum sah diakui oleh negara, namun secara realita empiris belum 

mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik dan belum berdampak nyata 

bagi kemandirian ekonomi Desa Kandeman. 

 

B. SARAN 

Berdasarkan kesimpulan penelitian, saran-saran akademis dan praktis yang dapat 

direkomendasikan adalah sebagai berikut : 

 Bagi pengembangan ilmu Hukum Administrasi Negara dan peneliti selanjutnya yang 

menggunakan Teori Legalitas (Lon L. Fuller), direkomendasikan untuk tidak hanya menguji 

ketaatan prosedural pada tahap pendirian BUM Desa, tetapi juga mengolaborasikannya 

dengan teori efektivitas hukum (seperti Soerjono Soekanto). Kombinasi ini diperlukan agar 

evaluasi legalitas tidak berhenti pada formalitas kepemilikan Sertifikat AHU 

Kemenkumham, melainkan sanggup mengukur tingkat kepatuhan hukum pengurus BUM 

Desa dalam menjalankan operasional bisnis harian.  

 Bagi Pemerintah Desa Kandeman : Disarankan untuk memperkuat komitmen 

pendampingan secara terstruktur dan menjaga keberlanjutan penyertaan modal desa guna 

menopang operasional BUM Desa Kandeman Manunggal Makmur. Pemerintah Desa juga 

perlu memfasilitasi integrasi pemasaran produk BUM Desa ke dalam rantai pasok ekonomi 

lokal serta ekosistem pengadaan barang/jasa desa. Langkah ini penting untuk menjamin 

kepastian pasar dan mempercepat kontribusi BUM Desa terhadap Pendapatan Asli Desa 

(PADes).  

 Bagi Pengelola BUM Desa Manunggal Makmur: Disarankan untuk mengoptimalkan 

status badan hukum yang telah diperoleh dengan memperluas jaringan kemitraan bisnis dan 

perikatan pihak ketiga secara profesional. Pengelola juga perlu menerapkan tertib 

administrasi keuangan berbasis pembukuan standar serta mempercepat realisasi unit-unit 

usaha potensial yang telah terencana dalam Rencana Penggunaan Keuangan (RPK). Upaya 

ini akan mendorong efisiensi biaya operasional dan memperbesar margin keuntungan usaha. 

 Bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) Kabupaten Batang: 

Disarankan untuk mengintensifkan program pembinaan teknis, pelatihan akuntansi 

sederhana, dan literasi hukum bisnis secara berkala bagi pengurus BUM Desa. Dispermades 

juga perlu memperkuat fungsi pengawasan dan pemantauan sistemik terhadap kepatuhan 
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pelaporan BUM Desa pada aplikasi Sistem Informasi Desa (SID). Hal ini bertujuan agar 

transformasi legalitas badan hukum berbanding lurus dengan peningkatan kapasitas 

manajerial SDM di tingkat lapangan.  

C. LIMITASI PENELITIAN 

Penelitian ini memiliki batasan ruang lingkup yang berfokus pada studi kasus tunggal 

di BUM Desa Manunggal Makmur, Desa Kandeman, Kabupaten Batang. Konsekuesinya, 

temuan dan dinamika hukum yang dihasilkan dari penelitian ini bersifat spesifik konteks 

lokal, sehingga implikasi hukum maupun tata kelolanya tidak dapat digeneralisasikan 

secara langsung untuk BUM Desa di wilayah lain yang memiliki latar belakang sosiologis 

dan regulasi desa yang berbeda. Selain itu, kajian ini dibatasi pada kondisi BUM Desa yang 

baru saja melewati masa vakum dan sedang berada pada tahap perintisan kembali (growing 

stage). Hal ini membuat evaluasi terhadap dampak finansial, khususnya kontribusi riil 

terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes) dalam jangka panjang, belum dapat diukur secara 

komprehensif.  

Dari sudut pandang metodologis, penelitian ini dibatasi pada penelitian hukum 

empiris yang menempatkan aspek hukum tata kelola, kepastian status badan hukum, serta 

administrasi pemerintahan desa sebagai fokus analisis utama. Penelitian ini 

menitikberatkan pada kesenjangan (gap) antara norma perundang-undangan dan praktik 

penyelenggaraan BUM Desa di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini tidak mengulas 

secara rinci mengenai analisis rasio kelayakan finansial, kelayakan investasi, maupun studi 

manajemen bisnis modern yang berada di luar domain utama ilmu hukum administrasi 

negara.  
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